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ABSTRAK
Reza Nazalia Alfisa, NPM. 18.81.0568. 2022. Analisis Yuridis Tentang Sanksi Bagi Pelaku
Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Kalimantan. Dr. Hidayatullah, S.H.Il., M.H., M.Pd, Muhammad Syahrial Fitri,
S.H.I, M.H.

Berbagai macam satwa endemik di Indonesia saat ini sedang menajadi sasaran empuk
bagi para pemburu dan pedagang satwa liar illegal. Dampak dari pendemi ini membuat
beberapa masyarakat tergiur dengan keuntungan yang diperoleh dari bisnis illegal ini, yang
nantinya akan berdampak pada kepunahan satwa tersebut di ekosistemnya. International
Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara gelobal
menempati posisi kedua setelah narkotika, Banyaknya public figur dan pejabat negara yang
secara terang memelihara satwa liar membuat banyak masyarakat biasa juga ikut ingin
memeliharanya namun masyarakat kurang paham dengan bagaimana cara mendapatkan satwa
liar tersebut sehingga memilih dengan cara membeli dari pemburu dan pedagang satwa liar
secara ilegal, selain mendapatkannya secara illegal masyarakat pun masih belum cukup ilmu
tentang bagaimana cara untuk mensejahterakan satwa liar yang dipeliharanya sehingga satwa
yang dipelihara pun menjadi tidak terurus bahkan berakhir pada kematian. Hal ini dapat
mempercepat kepunahan pada satwa liar yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan dua rumusan vyaitu
bagaimana sanksi hukum dalam melindungi satwa liar dilindungi di Indonesia
dan bagaimana implikasi dari muatan sanksi terhadap pelaku perburuan dan
perdagangan satwa liar dilindungi

Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum normatif, yang bersifat
prespektif, yang bersumber pada bahan hukum sekunder, permier dan tersier. Dari
penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa sanksi hukum bagi pelaku perburuan
dan perdagangan satwa liar di atur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang
memberikan jumlah hukuman bagi pelaku vyaitu 5 tahun penjara dan denda
Rp100 juta rupiah dirasa kurang tegas dan tidak memberikan efek jera terhadap



para pelaku, hal ini karena sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan
yang di dapat oleh pelaku dan sanksi yang diberikan dirasa sudah tidak relevan
di masa sekarang
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